PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
MOMOR o4 TAHUN 20806

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKIEE AN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menimbang

Mengingat

MASA JABATAN 2004-2080%

WALIKOTA PAGAR ALAM

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 37 Tabun 2005,
kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;

bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas
perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Pagar Alam masa jabatan 2004-2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tabun 2003
tentang Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabun 2003
tentang Susunan dan Kedudunkan MPR, DPR, DPD dan DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tabun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tabhun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4437);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Neomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tabun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diuhah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nemor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Kepeutusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
7/KMK ,02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;



Menetapkan :

14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 5 Serid };

15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2005 tentang
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuvangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam Tabun 2005 Nomor 02 Seri A ),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
TURJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN
2604-2969,

BAB 1
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 1
(1) Dalam hal Pemerintah Kota Pagar Alam belum dapat menyediakan

romah dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan,

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. Ketua Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribe rupial)
b. Wakil Ketua Rp.2.300.600 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
¢c. Anggota Rp.2.100.000 (satu juta seratus ribu rupiali)

(3) Tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat 2)
termasuk PPh Pasal 21 sebesar 15 %.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Walikota Pagar
Alam Nomor 257 Tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penetapan
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 dinyatakan tidak
berlaku lagi.



Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini, dengan penectapannya dalam Berita Dearah Kota Pagar

Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tangal 27 ju., 2006

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal ;7 »,n 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR ..Q4.....SERL. £.



